Jambi, 14 Pebruari 2023
Kepada :

Yth. Bapak Gubernur Jambi

Cq. Kepala Biro Hukum Setda  Provinsi Jambi

di-
Jambi

PENJELASAN HASIL PENYELARASAN TERHADAP RANPERDA 
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI  
NOMOR  04   TAHUN   2019 

TENTANG 

PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN
	No
	RANCANGAN PERDA
	SARAN PENYEMPURNAAN
	KETERANGAN

	1
	Konsedaran meningbang :

b. bahwa lampiran Angka I huruf G Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menegaskan pemerintah provinsi mempunyai kewenangan di bidang urusan ketenagakerjaan;


	bahwa Peraturan Daerah Provinsi Jambi  Nomor  04   Tahun   2019 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan cukup mengatur tentang  keterpaduan dan koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah dalam penyeleggaraan ketenagakerjaan;
	Diperlukan landasan pemikiran perlunya merubah Peraturan Daerah Provinsi Jambi  Nomor  04   Tahun   2019 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan

	2
	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 81 Tahun 1947 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan di Industridan Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4039);


	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan Konvensi International Labour Organisation Nomor 81 Tahun 1947 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan di Industridan Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4039);
	Judul peraturan seharusnya tidak disingkat.

	3
	Pasal 60

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5), Pasal 15 ayat (2), Pasal 16 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (3), Pasal 21 ayat (2), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 22 ayat (6) dan ayat  (8), Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 29 Ayat (7), Pasal 30 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), Pasal 31 ayat (2), Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (2), Pasal 36B ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 38,Pasal 38B ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7). Pasal 39 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 41 ayat (2), Pasal 42 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 43, Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (2), Pasal 46 ayat (1), Pasal 48 ayat (1), dan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (5) dikenakan sanksi administrasi berupa :


	Pasal 60

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5), Pasal 15 ayat (2), Pasal 16 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (3), Pasal 21 ayat (2), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 22 ayat (6) dan ayat  (8), Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 29 Ayat (8), Pasal 30 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), Pasal 31 ayat (2), Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (2), Pasal 36A ayat (3), Pasal 36 B ayat (2), Pasal 36D ayat (1), Pasal 38 ayat (6), (7), dan (8), Pasal 38A ayat (1) dan (3), Pasal 44 ayat (2), Pasal 29 ayat (9), Pasal 36B ayat (1), Pasal 38 ayat (4) dan ayat (5)  Pasal 53 ayat (2), Pasal 36B ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 38,. Pasal 39 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 41 ayat (2), Pasal 42 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 43, Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (2), Pasal 46 ayat (1), Pasal 48 ayat (1), dan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (5) dikenakan sanksi administrasi berupa :


	Terdapat sejumlah norma kewajiban dan larangan dalam beberapa pasal yang belum ditetapkan sanksinya.
Kewajiban terdiri dari:

Pasal 36A ayat (3), 36 B ayat (2), Pasal 36D ayat (1) , Pasal 38 ayat (6), (7) (8), Pasal 38A ayat (1) dan (3), Pasal 44 ayat (2)

Larangan, teridi dari:

Pasal 29 ayat (9), Pasal 36B ayat (1), Pasal 38 ayat (4) dan ayat (5)  Pasal 53 ayat (2)

Selain itu juga terdapat ancaman terhadap Pasal 38B ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7). Padahal dalam draf tidak tertulis 38B tersebut.

Terdapat pula salah merujuka, seharusnya Pasal 29 ayat (8), tertulis ayat (7).



Tenaga Ahli,

Ttd.

Dr. Usman, SH., MH.
